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ABSTRAK 

 

Kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan menuju arah yang lebih 

maju. Teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan membuat adanya 

perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semula melakukan aktivitas 

secara konvensional, sekarang mendapatkan bantuan dari teknologi. Akibat dari 

kemajuan teknologi yang ada di masyarakat adalah lahirnya perbuatan hukum yang 

baru. Perbuatan hukum yang umumnya dilakukan masyarakat adalah membuat 

perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dituangkan ke dalam bentuk 

surat di bawah tangan yang pada bagian akhir surat tersebut biasanya dibubuhkan 

tanda tangan sebagai suatu pengakuan dari para pihak yang terlibat mengenai hal-

hal yang diperjanjikan. Para pihak berkepentingan dapat meminta kepada seorang 

Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan yang dibuat oleh mereka untuk 

meningkatkan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dibuat. Secara 

konvensional, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan 

Notaris dan langsung ditandatangani. Namun, dengan kemajuan teknologi, 

dimungkinkan untuk melakukannya dengan menggunakan Tanda Tangan 

Elektronik dan konferensi video. Akan tetapi, timbul persoalan mengenai boleh 

atau tidaknya seorang Notaris melegalisasi surat di bawah tangan yang 

penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Tlektronik. Selain itu, 

permasalahan lain yang timbul adalah mengenai pelaksanaan legalisasi, apabila 

hendak memanfaatkan teknologi konferensi video/video conference. Penelitian ini 

dituliskan untuk mengetahui kebolehan seorang Notaris untuk melegalisasi surat di 

bawah tangan para pihak berkepentingan yang penandatanganannya dilakukan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif. 

 

Kata Kunci: Surat di Bawah Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Legalisasi, Notaris  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun ke belakang terjadi 

secara pesat dan mengubah tatanan kehidupan manusia. Perkembangan 

yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri bergerak menuju arah 

yang lebih maju dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi 

peristiwa Revolusi Industri sebagaimana kita kenal saat ini. Apabila hendak 

diartikan kata demi kata, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya 

disingkat KBBI) kata Revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar 

dalam suatu bidang, sedangkan Industri dalam KBBI memiliki arti kegiatan 

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 

peralatan. Apabila disimpulkan Revolusi Industri memiliki arti perubahan 

yang terjadi secara cepat dalam hal proses produksi yang semula dikerjakan 

oleh manusia yang kemudian digantikan oleh mesin.1 Fase Revolusi Industri 

yang terjadi sampai saat ini sudah mencapai fase Revolusi Industri 4.0, 

setelah sebelumnya melewati fase 1.0 yang ditandai dengan penemuan 

mesin uap yang membantu dalam hal produksi massal, lalu fase 2.0 yang 

ditandai dengan adanya quality control dari adanya produksi massal 

tersebut, fase 3.0 yang ditandai dengan penemuan sistem komputerisasi, dan 

sampai pada fase 4.0 yang ditandai dengan adanya digitalisasi dan 

otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur.2 

Melihat cepatnya laju perkembangan teknologi dan terjadinya 

Revolusi Industri, tentu Pemerintah dalam suatu negara harus 

mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan-perkembangan 

tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu cepat akan membuka 

                                                           
1 Edison H. Manurung, Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era 

Revolusi Industri 4.0, Vol. 1 No. 2, Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum, 128-135, hlm. 129, 

Oktober 2019. 
2 Supra note. 1, hlm. 130. 



 

2 
 

kemungkinan lahirnya perbuatan-perbuatan hukum baru yang sebelumnya 

tidak atau belum di atur di dalam hukum positif. Apabila Pemerintah tidak 

siap untuk menghadapi perkembangan yang cepat ini, tentunya akan 

menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menghadapi perkembangan 

tersebut adalah menyediakan regulasi yang dapat mengakomodasi 

perbuatan-perbuatan hukum baru yang lahir dari adanya perkembangan 

teknologi. 

Terhadap hal ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi 

yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Regulasi 

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE)3 dan telah diubah 

oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE-P).4 Dengan adanya regulasi 

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, harapannya adalah regulasi 

tersebut dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat yang 

lahir dari perkembangan teknologi di fase Revolusi Industri 4.0 ini. 

Selanjutnya, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, tentu 

tidak dapat dipisahkan dari perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum 

yang umumnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat 

suatu perjanjian. Perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa di 

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.5 Singkatnya, perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling 

berjanji untuk saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 

hal/prestasi tertentu. Perjanjian itu sendiri pada umumnya dapat dibuat 

                                                           
3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843. 
4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5952. 
5 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1-3. 
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secara tertulis maupun lisan. Bentuk suatu perjanjian adalah kebebasan dari 

para pihak berkepentingan untuk memilih. Akan tetapi, untuk kepentingan 

penulisan penelitian ini, penulis akan menitik-beratkan pada bentuk 

perjanjian secara tertulis. 

Dalam hal para pihak yang berkepentingan mengadakan suatu 

perjanjian secara tertulis, tentunya sudah umum pada bagian akhir dari 

perjanjian ditutup dengan tanda tangan. Tanda tangan dapat diartikan 

sebagai suatu susunan tanda berupa tulisan dari pihak yang menandatangani 

yang dapat diindividualisasikan.6 Tindakan penandatanganan dapat 

dimaknai sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh pembuat tanda tangan 

di bawah suatu tulisan, bahwa penanda tangan ingin tulisan yang dibuatnya 

itu diakui oleh hukum sebagai tulisan yang dibuatnya sendiri.7 

Tindakan penandatanganan secara konvensional dilakukan dengan 

mengadakan pertemuan para pihak secara langsung dan pada saat itu juga 

menandatangani perjanjian yang dibuatnya. Namun, dengan perkembangan 

teknologi yang begitu pesat, terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk 

melakukan penandatanganan secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah 

Republik Indonesia menerbitkan UU ITE yang di dalamnya 

mengakomodasi segala kepentingan yang berkaitan dengan transaksi-

transaksi elektronik. Termasuk di dalamnya mengatur mengenai Tanda 

Tangan Elektronik tersebut. 

Dalam Pasal 1 angka (12) UU ITE Tanda Tangan Elektronik 

diartikan sebagai berikut: 

“12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 

Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” 

                                                           
6 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2008, hlm. 219-221. 
7 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, 

PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 187-188. 
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Berdasarkan pengertian sebagaimana disebutkan di atas, UU ITE 

memberikan kemungkinan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam 

masyarakat. Namun demikian, penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarang. Tentunya Tanda 

Tangan Elektronik yang sah harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 11 UU ITE untuk dinyatakan sebagai Tanda Tangan 

Elektronik yang sah dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. 

Melakukan tindakan berupa membuat sebuah perjanjian 

sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dituangkan dalam suatu bentuk 

tulisan di bawah tangan atau dalam sebuah bentuk akta autentik yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang dalam hal diperlukan untuk keperluan tertentu 

atau digunakan sebagai alat bukti. Tulisan di bawah tangan termasuk di 

dalamnya adalah akta-akta di bawah tangan, surat-surat, register atau daftar, 

dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum (Pasal 

1874 KUHPer).8 

Untuk keperluan tertentu ataupun dijadikan sebagai barang bukti, 

akta-akta, surat-surat di bawah tangan sebagaimana dimaksud sebelumnya 

dapat dimintakan pengesahan atau legalisasi oleh seorang pejabat yang 

berwenang, yaitu seorang Notaris. Seorang Notaris adalah seorang pejabat 

yang dengan mana ia menjalankan tugas yang diberikan negara kepadanya9, 

seorang Notaris juga adalah seorang pejabat dimana seseorang boleh 

mendapatkan nasihat dalam bidang hukum yang dapat diandalkan serta 

dapat membuat dokumen-dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.10 

Membuat sebuah legalisasi surat di bawah tangan adalah salah satu 

kewenangan seorang Notaris sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat 

(2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disingkat UUJN)11 dan Undang-Undang Nomor 2 

                                                           
8 Supra note. 7, hlm. 153-154. 
9 Supra note. 7, hlm. 157. 
10 Supra note. 7, hlm. 157-162. 
11 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4432. 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN-P).12 

Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan suatu dokumen surat 

di bawah tangan agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk 

digunakan sebagai alat bukti.13 Melakukan legalisasi secara konvensional 

terhadap suatu surat di bawah tangan memerlukan kehadiran para pihak 

berkepentingan di hadapan seorang Notaris yang kemudian memastikan 

bahwa tanggal dan tanda tangan adalah pasti, isi surat dijelaskan oleh 

Notaris sehingga para pihak paham mengenai isi dari apa yang hendak 

ditandatanganinya, dan penanda tangan adalah benar orang yang 

bersangkutan.14 Seorang Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi dari 

surat yang dimiliki para pihak dan peran seorang Notaris dalam 

mengesahkan surat di bawah tangan adalah untuk memastikan tanda tangan 

dan para pihak yang mendandatangani adalah benar sebagaimana dimaksud 

dalam surat. 

Melihat dengan terbukanya kemungkinan untuk memanfaatkan 

teknologi yang diberikan melalui UU ITE, tentu tindakan legalisasi secara 

konvensional berikut di dalamnya dengan tindakan penandatanganan serta 

kehadiran para pihak di hadapan Notaris seharusnya dapat pula dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang dimaksud 

adalah dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik maupun dengan 

menggunakan konferensi video (video conference). Dalam penggunaan 

teknologi tersebut, apakah memungkinkan bagi seorang Notaris untuk 

melakukan legalisasi yang para pihak berkepentingannya berada di tempat 

yang berbeda dan pada proses penandatanganannya menggunakan Tanda 

Tangan Elektronik? Tentu harapan dari pemanfaatan teknologi tersebut 

adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dari segi waktu, biaya, 

keamanan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pengemban profesi 

                                                           
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491. 
13 Supra note. 7, hlm. 235-236. 
14 Supra note. 7, hlm. 237-239. 
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hukum yang dalam hal ini adalah Notaris, juga dari sisi para pihak yang 

berkepentingan. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan 

sebelumnya, tentu secara singkat dapat dikatakan bahwa Tanda Tangan 

Elektronik merujuk pada UU ITE seharusnya dapat digunakan, namun 

mengapa penggunaan Tanda Tangan Elektronik belum lumrah ditemukan 

dalam transaksi sehari-hari dan demikian pula dalam menjalankan 

jabatannya, apakah saat ini ada Notaris yang mengesahkan tanda tangan 

yang dibuat secara elektronik? Melihat penjelasan yang sudah diberikan, 

esensi dari tindakan legalisasi merupakan tindakan pengawasan yang 

memastikan bahwa pihak dalam perjanjian sebagaimana dibuat adalah benar 

pihak yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) 

UUJN-P tidak terdapat ketentuan yang melarang adanya pemanfaatan 

penggunaan teknologi dalam melakukannya, hanya saja surat di bawah 

tangan dibuat oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup, lebih 

lengkapnya penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) UUJN-P dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang 

dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang 

bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan 

oleh Notaris.” 

Lebih lanjut, terkait dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, Pasal 5 ayat (4) UU ITE 

menyatakan batasan penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu Tanda 

Tangan Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang 

harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut 

undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau yang dibuat oleh 

pejabat pembuat akta. Sehingga, tampak sekilas bahwa Tanda Tangan 

Elektronik tidak dapat digunakan terhadap akta notaril atau yang dibuat oleh 

pejabat pembuat akta dan yang dinyatakan oleh Undang-Undang harus 

dibuat dalam bentuk tertulis. 
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Melihat kondisi dengan tidak adanya peraturan yang secara pasti 

melandasi boleh atau tidaknya tindakan legalisasi Tanda Tangan Elektronik 

suatu surat di bawah tangan oleh seorang Notaris, tentu terjadi kondisi 

kekosongan hukum. Kondisi ini akan menciptakan kebingungan serta 

ketidakpastian hukum apabila terdapat pihak-pihak yang hendak melakukan 

legalisasi suatu surat di bawah tangan dengan menggunakan Tanda Tangan 

Elektronik di hadapan seorang Notaris. Sedangkan, tujuan dari hukum salah 

satunya adalah kepastian hukum.15 Oleh karena itu, hukum harus dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberikan 

manfaat kepada masyarakat banyak. Sehubungan dengan adanya 

kekosongan hukum tersebut, peneliti dalam tulisan ini hendak melakukan 

kajian terhadap kedudukan suatu Tanda Tangan Elektronik berikut 

keabsahan serta penggunaannya dikaitkan dengan jabatan Notaris dan 

peneliti juga hendak melakukan kajian terhadap pemanfaatan teknologi oleh 

Notaris untuk melakukan pengesahan suatu surat di bawah tangan yang 

penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik. 

Sehubungan dengan penjabaran-penjabaran tersebut di atas, maka 

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam 

bentuk skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan 

Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah 

Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 

Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris. Serta, sejauh pengetahuan penulis, penelitian mengenai 

topik yang serupa belum pernah dilakukan dan topik yang membahas 

mengenai Tanda Tangan Elektronik di dalam Repositori UNPAR atau 

UNPAR Institutional Repository membahas mengenai cap jempol 

elektronik dalam e-contract, penandatanganan secara digital terhadap akta 

                                                           
15 Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat, Jurnal 

Hukum Replik, Vol. 5 No. 2, 172-183, hlm. 174, September 2017. 
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jual beli tanah. Sehingga, topik yang hendak diangkat oleh penulis belum 

ada yang menulisnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana legalitas penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam 

perjanjian pada umumnya saat ini dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan 

Notaris? 

2. Apakah tindakan legalisasi suatu Surat di Bawah Tangan yang dibuat oleh 

para pihak berkepentingan yang penandatanganannya menggunakan Tanda 

Tangan Elektronik di hadapan seorang Notaris dapat dilakukan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemungkinan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam 

suatu perjanjian pada umumnya dikaitkan dengan jabatan seorang Notaris. 

2. Mengetahui kemungkinan boleh atau tidaknya seorang Notaris melakukan 

legalisasi suatu surat di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik. 

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan) 

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan 

Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah 

Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 

Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang 

keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan 

ilmu hukum dalam bidang jabatan Notaris, khususnya di bidang praktik 

Kenotariatan dalam kaitannya dengan legalisasi surat di bawah tangan yang 

penandatanganannya dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. 

1.4.2 Aspek Praktis 

1) Memberikan sumbangsih kepada legislator dan pemerintah agar 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan pengemban profesi 

hukum khususnya Notaris melalui pembaruan regulasi-regulasi 

yang secara khusus mengakomodasi tentang perkembangan 



 

9 
 

teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut dalam praktik jabatan 

Notaris. 

2) Memberikan sumbangsih kepada pengemban profesi Notaris di 

Indonesia agar melalui penulisan ini dapat mengembangkan 

penggunaan teknologi untuk kepentingan pengemban profesi hukum 

dalam hal ini Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian Analisis Yuridis 

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Terhadap Surat di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris 

Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data 

sekunder belaka.16 

Karakteristik penelitian hukum normatif, yakni konsepsi hukum 

sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai tolok 

ukur norma atau kaidah berperilaku manusia.17 Kriteria berpikir yang akan 

digunakan dalam metode penelitian ini adalah kriteria berpikir deduktif, 

yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk menemukan hal-hal 

yang berlaku khusus. Lebih lanjut, akan dilangsungkan pengkajian terhadap 

unsur-unsur serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan topik 

penelitian ini. Kriteria kebenaran yang digunakan adalah kriteria kebenaran 

koheren, yaitu penulisan hanya menitikberatkan pada unsur yuridis dari 

hukum positif semata. Sejumlah perangkat penelitian yang digunakan dan 

sesuai dengan metode penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Jenis Penelitian 

                                                           
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12-13. 
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2013, hlm. 14. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang 

menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk-produk hukum. 

Sehingga, penelitian hukum normatif berpusat pada hukum positif, asas-

asas, doktrin, taraf sinkronisasi hukum, sistematik hukum, sejarah hukum 

serta perbandingan hukum.18 

1.5.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa cakupan 

pendekatan yang di antaranya melalui pendekatan penelitian terhadap asas-

asas hukum, pendekatan penelitian terhadap sistematik hukum, pendekatan 

sejarah hukum, pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal 

dan horizontal, dan pendekatan perbandingan hukum19, pendekatan 

penelitian inventarisasi hukum positif, pendekatan penelitian untuk 

menemukan hukum dalam perkara in concreto. Pendekatan penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

inventarisasi hukum yang dilakukan dengan mencari serta menelaah hukum 

positif yang berkaitan dengan topik penelitian, pendekatan penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang dilakukan dengan 

membandingkan antar hukum positif yang terkait penelitian untuk melihat 

adanya hubungan diantaranya. 

Pendekatan penelitian inventarisasi hukum tersebut dilakukan 

dengan menelaah peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris, yaitu 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, selain peraturan tentang jabatan Notaris juga menelaah 

peraturan mengenai Tanda Tangan Elektronik yang dengan mana sebagian 

besar bersumber pada peraturan mengenai transaksi elektronik, yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

                                                           
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm. 52. 
19 Supra note. 16, hlm. 14. 
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Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang ditemukan seiring dengan 

penelitian dan tentunya terkait dengan topik yang diteliti. 

Sinkronisasi peraturan yang dilakukan adalah sinkronisasi terhadap 

peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan 

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilakukan dengan mengkaji 

peraturan-peraturan tersebut yang mengatur mengenai topik yang diteliti 

serta mencari bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi peraturan 

lainnya terkait dengan topik penelitian. 

1.5.3 Jenis dan Sumber Data 

1.5.3.1 Data Sekunder 

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka.20 Data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai 

berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang diantaranya Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 

                                                           
20 Supra note. 16, hlm. 13-14. 
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Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya 

yang dikemudian hari digunakan terkait dengan penelitian. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang menguraikan penjelasan berkenaan 

dengan bahan hukum primer, diantaranya buku atau literatur, 

jurnal ilmiah, makalah atau artikel yang berkaitan dengan 

topik penelitian sebagai berikut: 

 Buku pertama yang digunakan berjudul Buku I Studi 

Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris karya Tan 

Thong Kie. 

 Buku kedua yang digunakan berjudul Kumpulan 

Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan 

karya Herlien Budiono. 

 Buku ketiga yang digunakan berjudul Peraturan 

Jabatan Notaris karya G.H.S. Lumban Tobing. 

 Buku keempat yang digunakan berjudul Notaris dan 

Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang 

Cybernotary atau Electronic Notary karya Edmon 

Makarim. 

 Buku kelima yang digunakan berjudul Hukum 

Perikatan karya Subekti. 

 Buku keenam yang digunakan berjudul Pokok-

Pokok Hukum Perdata karya Subekti. 

 Buku ketujuh yang digunakan berjudul Kompilasi 

Hukum Perikatan karya Taryana Soenandar, et.al. 

 Buku kedelapan yang digunakan berjudul Bukti 

Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata karya 

Efa Laela Fakhriah. 

 Buku kesembilan yang digunakan berjudul Hukum 

Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, 
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Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 

karya M. Yahya Harahap. 

 Buku kesepuluh yang digunakan berjudul Penelitian 

Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat karya 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 

 Buku kesebelas yang digunakan berjudul Pengantar 

Metode Penelitian Hukum karya Amiruddin dan 

Zainal Asikin. 

 Buku keduabelas yang digunakan berjudul Hukum 

dan Penelitian Hukum karya Abdulkadir 

Muhammad. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih 

lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Kamus Hukum.21 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini, dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : Tinjauan Mengenai Tanda Tangan Elektronik 

Pada bab ini, akan diuraikan materi mengenai sejarah tanda tangan, 

pengertian tanda tangan, fungsi tanda tangan, tata cara penandatanganan, 

serta prosedur-prosedur penandatanganan yang dilakukan secara 

konvensional. Selanjutnya, dalam bab ini akan membahas mengenai 

pengertian Tanda Tangan Elektronik, perkembangan penggunaan Tanda 

Tangan Elektronik secara singkat, prosedur penggunaan Tanda Tangan 

                                                           
21 Supra note. 16, hlm. 33. 
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Elektronik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Tanda Tangan 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan 

Tanda Tangan Elektronik. 

BAB III : Tinjauan Mengenai Legalisasi Surat di Bawah Tangan Oleh 

Notaris 

Pada bab ini, akan diuraikan materi mengenai legalisasi surat di bawah 

tangan meliputi penjelasan tentang konsep perjanjian, penjelasan mengenai 

jabatan Notaris serta tindakan legalisasi itu sendiri. Pada bab ini juga akan 

dilakukan penguraian tentang tata cara atau prosedur dari legalisasi itu 

sendiri yang dilakukan secara konvensional. 

BAB IV : Analisis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam 

Pengesahan Surat di Bawah Tangan Oleh Notaris 

Pada bab ini, akan dilakukan analisis terhadap legalitas suatu Tanda Tangan 

Elektronik dalam perjanjian pada umumnya dikaitkan dengan jabatan 

Notaris untuk mengetahui kebolehan penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

dalam lingkup jabatan Notaris. Selanjutnya, pada bab ini akan dilakukan 

analisis terhadap tindakan Notaris untuk melegalisasi suatu surat di bawah 

tangan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang pada tujuannya 

untuk mengetahui kebolehan seorang Notaris dalam jabatannya untuk 

melegalisasi suatu dokumen yang penandatanganannya menggunakan 

Tanda Tangan Elektronik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini, akan disimpulkan seluruh proses penelitian. Kesimpulan 

tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana dijabarkan 

sebelumnya yang telah memenuhi syarat rasional dan teruji. Kesimpulan 

tersebut akan dianggap sebagai kebenaran yang dapat diandalkan. Selain 
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kesimpulan dari penelitian ini, bab ini juga memuat sejumlah saran yang 

harapannya dapat membantu dalam pengembangan hukum, khususnya di 

bidang kenotariatan. 
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